KEPUTUSAN DPRD KOTA BANDUNG

NOMOR KD/01-DPRD/I1/2026
TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BANDUNG TAHUN 2027

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) juncto

Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten/Kota,
rencana kerja DPRD dibahas dalam rapat paripurna
dan selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Keputusan
DPRD;

. bahwa rencana kerja DPRD Kota Bandung Tahun 2027

telah selesai disusun dan dibahas dalam rapat
paripurna;

. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bandung Tahun 2027.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota
Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6047);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2017 Nomor 06);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU . Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung Tahun 2027.

KEDUA . Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagai panduan kerja dalam pelaksanaan fungsi,
tugas dan wewenang DPRD.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Februari 2026

NDUNG

c
—

H. ASEP MULYADI



